
 

 

LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

WAWANCARA I 

Narasumber    : A.R. (Pelaku UMKM, Pedagang Kebutuhan Pokok) 

Lokasi             : Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru 

Waktu             : Senin, 25 Januari 2026, Pukul 09.30 WITA 

Keterangan     : Sri Puji Wulandari = Pewawancar. | Amanda Rahmawati = Narasumber 

 

Tema 1: Kondisi Akses Pembiayaan UMKM 

P  : Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu saat ini, khususnya dalam hal mendapatkan modal 

atau pembiayaan untuk kelangsungan usaha? 

A.R. : Usaha saya sudah berjalan hampir enam tahun, tapi untuk modal itu selalu jadi 

masalah utama. Di sini tidak ada bank yang benar-benar bisa kami jangkau. Terdekat itu 

di kota Kotabaru, harus nyebrang dulu naik perahu, butuh waktu berjam-jam. Jadi selama 

ini saya lebih sering pinjam ke keluarga atau ke tetangga yang punya lebih, karena lebih 

mudah dan tidak ada agunan. 

P  : Pernahkah Bapak/Ibu mencoba mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan formal 

seperti bank atau koperasi? 

A.R. : Pernah sekali, waktu itu saya coba ke koperasi yang ada di kecamatan. Tapi 

prosesnya lama dan syaratnya banyak. Diminta surat-surat tanah, laporan keuangan 

usaha—padahal usaha saya tidak punya pencatatan seperti itu. Akhirnya tidak jadi, karena 

tidak memenuhi syarat mereka. 

P  : Bagaimana dampak keterbatasan akses pembiayaan tersebut terhadap perkembangan 

usaha Bapak/Ibu? 



 

 

A.R. : Sangat berdampak. Usaha saya jadi sulit berkembang. Stok barang terbatas karena 

modal terbatas. Kalau ada peluang musim ramai seperti lebaran, saya tidak bisa tambah 

stok banyak. Akhirnya keuntungan juga tidak maksimal. 

 

Tema 2: Tingkat Penggunaan Fintech Syariah 

P  : Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendengar atau menggunakan layanan keuangan 

digital, seperti dompet digital atau pinjaman online? 

A.R. : Dompet digital seperti OVO atau Dana sudah pernah saya dengar, tapi belum 

pernah pakai. Kalau pinjaman online pernah ada teman yang cerita, tapi katanya 

bunganya besar sekali dan agak menakutkan. Untuk yang berbasis syariah, terus terang 

saya belum tahu sama sekali. 

P  : Apakah di Desa Marabatuan sudah ada akses internet yang memadai untuk 

menggunakan layanan keuangan digital? 

A.R. : Sudah ada wifi desa sejak beberapa waktu lalu, tapi sinyalnya tidak stabil. Kadang 

lancar, kadang mati. Kalau untuk sekadar WhatsApp masih bisa, tapi untuk transaksi 

keuangan yang butuh koneksi stabil, saya belum berani coba karena takut gagal di tengah 

jalan. 

P  : Seberapa besar minat Bapak/Ibu untuk mencoba layanan fintech syariah jika ada yang 

tersedia dan mudah diakses? 

A.R. : Kalau benar-benar aman, prosesnya mudah, dan tidak ada riba, saya mau coba. 

Apalagi kalau bisa bantu modal tanpa harus ke kota. Tapi saya perlu lihat dulu buktinya, 

perlu ada yang mengajari langsung. 

 

Tema 3: Kendala dalam Penggunaan Fintech Syariah 

P  : Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala utama yang membuat masyarakat atau pelaku 

UMKM di sini belum menggunakan fintech syariah? 



 

 

A.R. : Yang pertama itu tidak tahu. Tidak pernah ada sosialisasi tentang fintech syariah 

di sini. Yang kedua, takut karena tidak paham cara kerjanya. Masyarakat di sini 

kebanyakan sudah tua dan tidak terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, tidak punya 

rekening bank yang aktif, padahal itu syarat utama untuk daftar layanan digital. 

P  : Apakah ada kekhawatiran terkait keamanan data atau risiko penipuan dalam 

penggunaan layanan keuangan digital? 

A.R. : Itu juga jadi pikiran. Banyak berita tentang penipuan online. Apalagi kalau sampai 

data pribadi kita bocor. Jadi lebih baik tidak pakai daripada kena tipu. Kami butuh 

jaminan keamanan yang jelas. 

P  : Apakah keterbatasan literasi digital menjadi hambatan yang cukup besar bagi pelaku 

UMKM di sini? 

A.R. : Sangat besar. Saya sendiri tidak terlalu paham smartphone selain untuk telepon dan 

WhatsApp. Kalau harus isi formulir digital, upload dokumen, verifikasi wajah—itu masih 

asing bagi kami. Perlu ada pendampingan langsung, tidak cukup hanya brosur atau iklan. 

 

Tema 4: Peran Fintech Syariah terhadap UMKM 

P  : Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting peran layanan keuangan berbasis syariah bagi 

pelaku UMKM seperti Anda? 

A.R. : Penting sekali, apalagi untuk kami yang mau usaha tapi tidak mau riba. Selama ini 

terpaksa pinjam ke orang yang mau, tapi tidak tahu apakah ada unsur ribanya atau tidak. 

Kalau ada yang jelas syariahnya dan terjangkau, tentu kami lebih tenang. 

P  : Jika fintech syariah dapat diakses dengan mudah di sini, kira-kira untuk keperluan apa 

yang paling mendesak? 

A.R. : Paling mendesak itu untuk tambah modal stok barang dagangan. Selain itu mungkin 

untuk beli peralatan usaha yang lebih baik. Kalau ada pinjaman modal dengan cicilan 

ringan dan tidak ada bunga berlebih, itu sudah sangat membantu sekali. 

 



 

 

Tema 5: Strategi Penguatan Fintech Syariah 

P  : Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang paling dibutuhkan agar fintech syariah bisa 

benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat di sini? 

A.R. : Yang pertama, harus ada sosialisasi langsung ke masyarakat. Jangan hanya lewat 

media sosial karena banyak yang tidak pakai. Kedua, perlu ada pendamping atau agen 

yang bisa membantu proses pendaftaran. Ketiga, koneksi internet harus diperbaiki dulu. 

Kalau internet saja tidak stabil, semua layanan digital tidak akan berjalan baik. 

P  : Apakah Bapak/Ibu berharap ada kerja sama antara pemerintah desa dan penyedia 

fintech syariah untuk memfasilitasi akses pembiayaan warga? 

A.R. : Sangat berharap. Kalau ada program resmi dari desa atau pemerintah yang 

menjamin layanan itu aman dan sesuai syariah, masyarakat pasti lebih percaya. 

Kepercayaan itu yang sulit dibangun tanpa dukungan lembaga yang sudah dikenal 

masyarakat. 

 

WAWANCARA II 

Narasumber    : M.S. (Tokoh Agama / Pemuka Masyarakat Desa Marabatuan) 

Lokasi             : Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru 

Waktu             : Selasa, 11 Februari 2026, Pukul 14.00 WITA 

Keterangan     : Sri Puji Wulandari= Pewawancara | Muhammad Syarif = Narasumber 

 

Tema 1: Kondisi Akses Pembiayaan UMKM 

P  : Dari pandangan Bapak selaku tokoh agama, bagaimana kondisi ekonomi dan akses 

pembiayaan masyarakat UMKM di Desa Marabatuan ini? 

M.S. : Masyarakat di sini kebanyakan hidup dari hasil laut dan pedagangan kecil. Secara 

ekonomi masih sangat terbatas. Akses ke bank itu jauh sekali. Masyarakat tidak punya 

pilihan selain pinjam ke sesama warga, atau bahkan ke rentenir yang datang dari luar. Ini 



 

 

yang menjadi kekhawatiran saya, karena tidak sedikit yang terjerat dengan sistem yang 

tidak jelas hukumnya. 

P  : Apakah sudah ada upaya dari pihak desa atau lembaga keuangan untuk membuka akses 

pembiayaan yang lebih formal bagi warga? 

M.S. : Sudah ada BUMDes tapi masih terbatas. Belum bisa menjangkau semua kebutuhan 

warga, terutama yang butuh modal agak besar. Perlu ada gebrakan baru, salah satunya 

ya itu tadi—pemanfaatan teknologi keuangan yang sesuai syariah. 

Tema 2: Tingkat Penggunaan Fintech Syariah 

P  : Sejauh yang Bapak ketahui, apakah warga desa sudah mengenal atau menggunakan 

layanan fintech, khususnya yang berbasis syariah? 

M.S. : Belum. Sebagian besar warga belum mengenal fintech syariah. Yang diketahui 

hanya pinjaman online biasa yang memang banyak mudaratnya. Fintech syariah yang 

betul-betul sesuai prinsip Islam, sejauh ini belum ada yang mempromosikan ke sini secara 

langsung. 

P  : Apakah masyarakat di sini memiliki kesadaran atau kepedulian terhadap aspek syariah 

dalam urusan keuangan dan pembiayaan? 

M.S. : Kesadaran syariah sebenarnya ada dan cukup kuat di sini. Masyarakat mayoritas 

Muslim dan sangat memperhatikan halal-haram. Tapi karena tidak ada pilihan yang jelas 

berbasis syariah dan mudah dijangkau, terpaksa mereka pakai jalur yang ada, meski tidak 

sepenuhnya aman secara syariah. 

 

Tema 3: Kendala dalam Penggunaan Fintech Syariah 

P  : Dari perspektif Bapak, apa kendala terbesar yang menghalangi warga dalam 

memanfaatkan layanan keuangan digital syariah? 

M.S. : Ada beberapa hal. Satu, kurangnya pengetahuan tentang produk fintech syariah. 

Dua, masalah kepercayaan—warga masih takut ditipu karena pernah ada kasus pinjaman 

online yang mencekik. Tiga, infrastruktur digital yang belum merata. Dan yang keempat, 



 

 

tidak adanya lembaga lokal yang menjadi jembatan antara warga dan platform fintech 

syariah. 

P  : Apakah ada resistensi dari segi agama atau budaya yang menjadi hambatan penerimaan 

fintech syariah di kalangan masyarakat? 

M.S. : Resistensi agama justru rendah kalau memang sudah jelas kehalalannya. Yang jadi 

masalah adalah masyarakat belum bisa membedakan mana fintech yang betul-betul 

syariah dan mana yang hanya menggunakan label syariah. Perlu ada edukasi yang jelas 

dan lembaga yang kredibel untuk memberikan jaminan tersebut. 

Tema 5: Strategi Penguatan Fintech Syariah 

P  : Dalam pandangan Bapak selaku tokoh agama dan masyarakat, strategi apa yang paling 

tepat untuk memperkuat penerapan fintech syariah di desa ini? 

M.S. : Strategi yang paling mendasar menurut saya ada tiga. Pertama, edukasi yang 

melibatkan tokoh agama secara langsung agar masyarakat yakin produk itu halal. Kedua, 

pembentukan agen atau fasilitator lokal yang bisa membantu warga mengakses layanan. 

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah desa, OJK, dan platform fintech syariah untuk 

membangun kepercayaan dan sistem yang aman. 

P  : Apakah peran pesantren atau lembaga keagamaan lokal bisa diintegrasikan dalam 

penguatan fintech syariah di wilayah ini? 

M.S. : Sangat bisa. Di beberapa daerah lain, pesantren sudah menjadi motor penggerak 

ekonomi syariah. Di sini belum ada pesantren besar, tapi majelis taklim dan pengajian 

rutin bisa dijadikan wadah sosialisasi. Kalau pesan itu disampaikan oleh ulama yang 

dipercaya, penerimaan masyarakat akan jauh lebih cepat. 

 

 

 

 

 



 

 

WAWANCARA III 

Narasumber    : A.U. (Kepala Desa / Aparatur Desa Marabatuan) 

Lokasi             : Kantor Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru 

Waktu             : Rabu, 4 Februari 2026, Pukul 10.00 WITA 

Keterangan     : Sri Puji Wulandari = Pewawancara | Akhmad U. = Narasumber 

 

Tema 1: Kondisi Akses Pembiayaan UMKM 

P  : Bagaimana gambaran umum kondisi UMKM dan akses pembiayaan masyarakat di 

Desa Marabatuan yang Bapak/Ibu pimpin? 

A.U. : Desa Marabatuan adalah desa kepulauan yang secara geografis cukup terisolir. 

Mata pencaharian utama warga adalah nelayan dan pedagang kecil. Untuk akses 

perbankan, memang sangat terbatas—tidak ada kantor bank di sini. Warga yang ingin 

mengajukan pinjaman ke bank harus ke Kotabaru kota, yang membutuhkan waktu dan 

biaya cukup besar. Akibatnya, banyak warga yang tidak pernah mengakses layanan 

keuangan formal sama sekali. 

P  : Apakah pemerintah desa sudah memiliki program yang mendukung pembiayaan 

UMKM secara lokal? 

A.U. : Ada BUMDes yang kami bentuk beberapa tahun lalu. Tapi kapasitasnya masih 

terbatas, belum bisa memenuhi kebutuhan modal seluruh pelaku UMKM di desa. Kami 

sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan pihak lain, termasuk fintech, selama sesuai 

aturan dan tidak merugikan warga. 

 

Tema 2: Tingkat Penggunaan Fintech Syariah 

P  : Sejauh ini, bagaimana tingkat pemanfaatan teknologi keuangan digital oleh masyarakat 

Desa Marabatuan? 

A.U. : Masih sangat rendah. Smartphone memang sudah banyak dimiliki warga, tapi 

penggunaannya masih terbatas untuk komunikasi saja. Internet desa sudah ada melalui 



 

 

program Bakti Kominfo, tapi kualitasnya belum konsisten. Layanan keuangan digital 

seperti fintech syariah belum dikenal masyarakat secara umum. 

P  : Apakah desa sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang fintech syariah dari pihak 

OJK atau lembaga terkait? 

A.U: Belum pernah ada sosialisasi khusus mengenai fintech syariah yang menyasar desa 

kami. Pernah ada sosialisasi umum tentang layanan keuangan dari pihak kecamatan, tapi 

belum menyentuh aspek fintech syariah secara spesifik. Ini menjadi perhatian kami karena 

kebutuhan warga sebenarnya sangat nyata. 

 

Tema 3: Kendala dalam Penggunaan Fintech Syariah 

P  : Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala struktural yang dihadapi desa dalam 

mengintegrasikan layanan fintech syariah? 

A.U. : Ada beberapa kendala. Pertama, infrastruktur jaringan internet yang belum stabil 

dan merata di seluruh wilayah desa. Kedua, rendahnya literasi digital warga, sehingga 

perlu ada program pelatihan yang masif. Ketiga, tidak adanya agen atau perwakilan 

fintech syariah yang beroperasi di sini. Dan keempat, keterbatasan dokumen administrasi 

warga—masih banyak yang belum punya rekening bank aktif, sementara itu menjadi syarat 

dasar kebanyakan platform fintech. 

P  : Apakah ada regulasi atau hambatan kebijakan yang membuat desa sulit untuk bermitra 

dengan platform fintech syariah? 

A.U. : Dari sisi regulasi desa, tidak ada larangan. Tapi kami juga tidak bisa sembarangan 

bermitra tanpa ada jaminan bahwa platform tersebut sudah terdaftar dan diawasi OJK. 

Kami butuh pedoman yang jelas dari pemerintah daerah untuk langkah seperti ini. 

 

Tema 4: Peran Fintech Syariah terhadap UMKM 

P  : Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang potensi fintech syariah dalam membantu 

pemberdayaan UMKM di desa ini? 



 

 

A.U. : Potensinya luar biasa. Kalau bisa diimplementasikan dengan baik, ini bisa menjadi 

terobosan besar. Warga tidak perlu lagi keluar desa hanya untuk urusan keuangan. Proses 

yang cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel dibanding bank konvensional juga sangat 

sesuai dengan kondisi warga kami yang kebanyakan tidak punya agunan formal. 

P  : Apakah pemerintah desa bersedia menjadi mitra aktif dalam program adopsi fintech 

syariah jika ada inisiatif dari pihak terkait? 

A.U. : Tentu sangat bersedia. Desa siap memfasilitasi, baik dalam hal sosialisasi kepada 

warga maupun dalam penyediaan ruang dan sumber daya yang ada. Kami hanya perlu 

dukungan teknis dan pendampingan dari pihak yang kompeten di bidang fintech syariah. 

 

Tema 5: Strategi Penguatan Fintech Syariah 

P  : Menurut pandangan Bapak/Ibu sebagai kepala desa, strategi apa yang paling realistis 

untuk diterapkan guna memperkuat fintech syariah di Desa Marabatuan? 

A.UA. : Pertama, perbaikan infrastruktur internet harus menjadi prioritas utama—ini 

adalah fondasi dari semua layanan digital. Kedua, perlu program literasi keuangan digital 

yang masif dan berkelanjutan, melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Ketiga, 

perlu ada agen fintech syariah yang berbasis di desa, semacam agen laku pandai tapi 

khusus syariah. Keempat, sinergi antara desa, pemerintah kabupaten, OJK, dan penyedia 

fintech syariah harus terbangun secara sistematis dan terprogram. 

P  : Apakah ada harapan khusus yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pengembangan 

fintech syariah di wilayah kepulauan seperti ini? 

A.U. : Harapan saya, jangan sampai wilayah terpencil seperti kami selalu menjadi yang 

terakhir mendapatkan akses terhadap inovasi keuangan. Kami punya potensi ekonomi 

yang besar—hasil laut, kerajinan, perdagangan—tapi terhambat karena sulitnya akses 

modal. Fintech syariah bisa menjadi jembatan itu, asalkan ada komitmen dari semua pihak 

untuk benar-benar hadir dan mendampingi kami. 

 



 

 

DOKUMENTASI 

 

Gambar Lampiran 1 Bersama Informan Penelitian. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Gambar Lampiran 2 Kantor Kecamatan Pulau Sembilan 
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